
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATJ BONDOWOSO 

NOMOR ;;.7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 71 TAHUN 

2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, 

PEMANTAUAN DAN EV ALUASI ALOKASJ DANA DESA 

KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa untuk peningkatan efektivitas pemberian jaminan 

kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 

dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun 

Anggaran 2018; 

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

12.Peraturan ... 



- 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; 

20.Peraturan ... 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Sadan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 8); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bondowoso Nomor 4); 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 

2017 Nomor 18); 
27 .Peraturan ... 

Paraf Koordinasi 
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27.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23); 

28.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/ J asa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18); 

29.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2016 Nomor 81); 

30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Bondowoso Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 
Nomor 13); 

31.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso 
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BONDOWOSO NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG TATA 

CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI 

PENGGUNAAN, 
DANA DESA 

KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 30 dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 
71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa 
Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 72) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 30 ... 
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Pasal 30 

Penyaluran Jarninan Kesehatan, Jarninan Kematian dan 

Jarninan Kecelakaan Kerja diatur sebagai berikut: 

a . Jaminan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan 

Kecelakaan Kerja disalurkan untuk 12 (dua belas) bulan ke 

rekening kas Pemerintah Desa, dan selanjutnya bendahara 

menyalurkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jarninan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

b. Jarninan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan 

Kecelakaan Kerja diterimakan kepada Desa sesuai besaran 

yang telah ditetapkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Serita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 1s Moret ;;i.01B 

Di tetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 115 Morcrt .;i.0 18 

BUPATI BONDOWO O, ~ 

t AMIN SAID HUSNI lt 
KABUPATEN BONDOWOSO, 

i KARNA SUSWA I 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR ~7 

Paraf Koordinasi 
Kc ala Dinas PMD Ko ala 


